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I.2

Kepala Daerah merancang Kebijakan Umum APBD (KUA) 

dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) yang 

berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang 

ditetapkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan daerah pasal 83-86 dan PP No 56 

Tahun 2005 pasal 34. Sedangkan PPAS diatur dalam 

Permendagri No 13/2006 pasal 87-88 dan PP No 58/2005 

pasal 35
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Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)



I.3

• Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum 

APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman 

penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri 

setiap tahun.

• Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang 

terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah 

yang disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja 

daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai 

dengan asumsi yang mendasarinya.
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Teknik Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
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• Kepala Daerah dalam menyusun rancangan Kebijakan 

Umum APBD (KUA) dibantu oleh TAPD yang dipimpin 

oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah 

disusun/disampaikan oleh sekretaris daerah selaku 

koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala 

daerah paling lambat awal bulan Juni. Rancangan KUA 

disampaikan kepada Kepala Daerah kepada DPRD paling 

lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk 

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun 

anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD 

Bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang 

telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling 

lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan
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Kegiatan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
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1. Memahami visi pemda untuk untuk 1 tahun kedepan di 

dalam RKPD

2. Memahami kondisi saat ini (Menilai kondisi saat ini dan 

memahami kondisi perekonomian daerah saat ini, serta 

memahami visi pemda 1 tahun ke depan dalam RKPD)

3. Menentukan Kebijakan Umum Anggaran yang berupa 

program-program prioritas dan program-program 

pendukung
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Teknik Penyusunan Draft KUA



I.6

• Kepala Daerah Menyusun rancangan PPAS berdasarkan 

RKPD, pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan 

Menteri dalam Negeri setiap tahun dan KUA tahun terkait 

yang telah disepakati Bersama legislative dan eksekutif

• RancanganPPAS memuat program prioritas dan patokan 

batas maksimum anggaran yang diberikan kepada OPD 

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 

RKA OPD.

• Asumsi yang mendasari yaitutarget pencapaian kinerja 

yang terukur dan stabilitas dalam proyeksi pendapatan 

daerah, alokasi belanja dan pembiayaan
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Teknik Penyusunan PPAS



I.7

1. Pemda menyusun PPAS berdasarkan KUA yang telah disepakati

2. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan: (a). Menntukan skala prioritas untuk 

urusan wajib dan urusan pilihan (b) Menentukan urutan program untuk masing-

masing urusan (c) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing 

program

3. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas 

paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

4. Pembahasan dilakukan oleh TAPD Bersama panitia anggaran DPRD

5. Menyepakati rancangan PPAS menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli 

tahun anggaran berjalan

6. KUA dan PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota 

kesepakatan yang ditandatangani Bersama antara kepala daerah dengan 

pimpinan DPRD

7. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk 

pejabat yang diberi wewenang menandatangani nota kesepakatan

8. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan 

KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang 

berwenang 
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Kegiatan Pembahasan PPAS
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1. Berdasarkan KUA, daftar program-program prioritas dapat dihasilkan

2. Berdasarkan daftar program prioritas dab program pendukung kebutuhan 

keuangan untuk pelaksanaan program tersebut dapat mulai dihitung

3. Menggunakan Kertas Kerja PPAS untuk menghitung kebutuhan keuangan suatu 

program atau kegiatan
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Teknik Penyusunan Draft PPAS



I.9

1. Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya 

proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan 

penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA

2. Kepala Daerah menformulasikan hal-hal yang mengakibatkan  

terjadinya perubahan APBD ke dalam Rancangan Kebijakan Umum 

APBD Perubahan serta PPAS APBD Perubahan

3. Dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS 

APBD Perubahan disajikan secara lengkap

4. Rancangan Kebijakan Umum  APBD Perubahan dan PPAS APBD 

Perubahan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama 

Agustus dalam tahun anggaran berjalan
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Kebijakan Umum Serta PPAS Dalam APBD Perubahan
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5. Rancangan Kebijakan Umum  APBD Perubahan dan PPAS APBD setelah 

dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD Perubahan 

serta PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) APBD Perubahan paling lambat 

minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan 

6. Dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD Perubahan diperkirakan pada akhir bulan September tahun 

anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan 

pembangunan fisik di dalam Raperda tentang APBD Perubahan

7. Kebijakan Umum serta PPA APBD Perubahan yang telah disepakati 

masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani 

Bersama antara Kepala daerah dengan pimpinan DPRD 
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Kebijakan Umum Serta PPAS Dalam APBD Perubahan
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TERIMAKASIH
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